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Penelitian dilaksanakan dalam rangka melakukan:

1.1dentifikasi kendala-kendala yang terdapat pada penyelesaian perkara tindak pidana penyal ahgunaan
psikotropika dalam acara sidang Pengadilan Anak; 2. Identifikasi mengenal teori/sistem pembuktian, beban
pembuktian dan barang bukti; 3. Analisis atas permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktik acara
sidang pengadilan anak mengena alat bukti keterangan terdakwa anak yang diberikan pada sidang
Pengadilan Anak dan putusan yang dibacakan hakim tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuh
dan penasihat hukum dari anak sesuai dengan Pasal 55, Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-
undang Pengadilan Anak. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan
bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ialakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang
menyatakan bahwa dalam perkara anak nakal; orang tua, wali atau orang tua asuh wajib hadir dalam sidang
anak. Artinya, kewajiban bagi orang tua, wali atau orang tua asuh secara limitatif telah ditentukan oleh
Undang-undang Pengadilan Anak. Meskipun pada prinsipnyatindak pidana merupakan tanggung jawab
terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan
kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.

Perlunya kehadiran peran pendamping, yaitu orang yang dipercaya anak, sangat diperlukan agar anak tidak
mengalami ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Praktek pemeriksaan alat bukti keterangan
terdakwa anak dan putusan yang dibacakan hakim, memperlihatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua
asuh dan penasihat hukum anak. Dari identifikasi di atas jelas bahwa permasalahan dalam penyelesaian
perkaratindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam acara sidang pengadilan anak, jelas menghadapi
permasal ahan karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan undang-undang sehingga terdapat
kesenjangan pada praktik acara sidang pengadilan anak.
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